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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perkara mengenai isbat nikah
poligami siri, pada penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor:
540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, di mana pada perkara ini hakim mengabulkan
permohonan isbat nikah pemohon, dan penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb.
hakim menolak permohonan isbat nikah pemohon. Perbedaan ini tentunya sangat
menarik untuk dikaji dan diteliti, mengingat posita para pemohon itu sama, tetapi
majelis hakim pada tiap penetapan berbeda dalam memberikan argumentasi pada
dasar pertimbangan dan amar penetapan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersiser. Bersifat
preskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan/ yuridis normatif
(statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).
Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka,
diolah dengan tahap sistematis dan dianalisis dengan menggunakan medote
kualitatif.

Hasil penelitian ini, menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan
hukum terhadap permohonan isbat nikah poligami. Pada Penetapan Nomor:
540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, Majelis Hakim menerima permohonan dengan lebih
menitikberatkan pada pemenuhan rukun dan syarat perkawinan tanpa
memperhatikan ketentuan administratif dalam hukum nasional, sehingga berpotensi
menciptakan ketidakpastian hukum. Sebaliknya pada penetapan Nomor:
21/Pdt.P/2024/PA.Bjb, Majelis Hakim menolak permohonan karena tidak
memenuhi syarat poligami sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan majelis
hakim lebih mengutamakan kepastian hukum dengan berpegang pada peraturan
perundang-undangan, termasuk SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta menegaskan
bahwa perkawinan poligami siri yang tidak memenuhi ketentuan hukum tidak layak
mendapatkan perlindungan hukum.
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